


 
 

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026 
DIREKTORAT PENANGANAN PELANGGARAN 

 

SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA  TARGET 

1. Terselenggaranya 
Penanganan Pelanggaran 
Administratif Bidang Kelautan 
dan Perikanan yang Efektif 
dan Sesuai Ketentuan 

1. Indeks Pengenaan Sanksi 
Administratif Bidang Kelautan dan 
Perikanan 

82 

2. Indeks Tindak Lanjut Hasil Analisis 
Pemantauan Sumber Daya Kelautan 
dan Perikanan 

82 

3. Indeks Penyelesaian Tindak Lanjut 
Pengenaan Sanksi Administratif 

82 

2. Terselenggaranya 
Penyidikan Tindak Pidana 
Kelautan dan Perikanan yang 
Efektif dan Sesuai Ketentuan 

4. Indeks Penyelesaian Penyidikan 
Tindak Pidana Kelautan dan 
Perikanan 

82 

5. Indeks Kualitas Supervisi 
Penanganan Tindak Pidana Kelautan 
dan Perikanan 

76 

6. Indeks Sinergi Penanganan 
Pelanggaran di Bidang Kelautan dan 
Perikanan dengan Lembaga Lain 

72 

7. Persentase Penyelesaian Analisis 
Data dan Informasi Intelijen 
Penanganan Pelanggaran Kelautan 
dan Perikanan 

100 

8. Persentase Penanganan  
Pelanggaran Bidang Kelautan dan 
Perikanan yang Dipantau 

100 

9. Nilai Kualitas Pembinaan dan 
Pengembangan Penegakan Hukum 
Kelautan dan Perikanan 

76 

3. Terselenggaranya 
Penyusunan NSPK Bidang 
Penanganan Pelanggaran 
Sektor Kelautan dan 
Perikanan 

10. Persentase Penyelesaian Rancangan 
NSPK Bidang Penanganan 
Pelanggaran Sektor Kelautan dan 
Perikanan 

100 

4. Tata Kelola Pemerintahan 
yang Efektif dan Akuntabel 
dalam Pengawasan Sumber 
Daya Kelautan dan 
Perikanan 

11. Indeks Profesionalitas ASN Direktorat 
Penanganan Pelanggaran 

81,5 

12. Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat 
Penanganan Pelanggaran 

88,2 

13. Persentase Pelaksanaan 
Pengendalian Kegiatan Berbasis 
Manajemen Risiko Direktorat 
Penanganan Pelanggaran 

100 

14. Persentase Jumlah Rekomendasi 
Hasil Pengawasan Direktorat 
Penanganan Pelanggaran yang 
Dokumen Tindak Lanjutnya Telah 
Dilengkapi dan Disampaikan 

86 



SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA  TARGET 

15. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal 
Direktorat Penanganan Pelanggaran 

81 

16. Nilai Inovasi Pelayanan Publik yang 
Diterapkan Direktorat Penanganan 
Pelanggaran 

78 

17. Nilai Implementasi Program Budaya 
Kerja Direktorat Penanganan 
Pelanggaran 

71 
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